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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peninjauan pajak yang telah dilakukan atas pelaksanaan kewajiban 

perpajakan CV. MAS terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada 

tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil peninjauan pajak, CV. MAS memiliki kewajiban perpajakan 

terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak 

Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Kurang 

Bayar (Pajak Penghasilan Pasal 29), dan Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Secara keseluruhan, CV. MAS sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya 

terkait Pajak Penghasilan dengan baik. Hal ini dikarenakan CV. MAS menanggapi 

dengan serius terkait kewajiban perpajakanya dengan memperkerjakan seorang 

karyawan khusus untuk mengatur perpajakan CV. MAS yang ahli dalam bidang 

perpajakan. CV. MAS hanya melakukan sedikit kesalahan dalam keterlambatan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25. 

CV. MAS juga tidak memperhitungan perhitungan koreksi fiskal dan kredit pajak 

yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terutang seperti Pajak 

Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan pada tahun 2018. 

3. CV. MAS juga dinilai sudah baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

terkait Pajak Pertambahan Nilai. CV. MAS tidak melakukan kesalahan 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Walapun terdapat perbedaan atau 

selisih perhitungan dengan ketika diolah mengenai besaran Pajak Keluaran dan 

Pajak Masukan serta perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar yang telah 

dilakukan oleh CV. MAS setiap bulannya dengan ketika diolah. Namun, selisih 

tersebut tidak terlalu material atau dengan kata lain lain selisihnya tidak terlalu 

besar, bahkan terbilang sangat kecil hanya berjumlah 1-6 rupiah perbulannya. Hal 

ini dikarenakan adanya kesalahan atau perbedaan cara pembulatan dalam 

perhitungan PPN terutang. 
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4. keseluruhan sanksi terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang 

CV. MAS terima yaitu, kemungkinan dikenakan sanksi denda yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum  dan Tata Cara 

Perpajakan Pasal 7 Ayat 1, atas keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

23 pada bulan April dan Juli 2018 dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada 

bulan Desember 2018 yang dilakukan CV. MAS berpotensi dapat dikenakan 

sanksi administrasi berupa total sanksi denda sebesar Rp 300.000.  

 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil peninjauan pajak terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan 

Nilai sebagai upaya dalam Meminimalisir sanksi perpajakan, rekomendasi saran yang 

dapat diajukan bagi perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya membuat memo terkait batas akhir tanggal penyetoran dan 

pelaporan pajak pada masing-masing kewajiban perpajakan yang ada dalam 

perusahaan guna mencegah terjadinya keterlambatan penyetoran dan pelaporan 

yang dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi bagi perusahaan. 

2. Perusahaan sebaiknya memperhitungkan perhitungan koreksi fiskal dan 

penentuan kredit pajak apa saja yang dapat menjadi pengurang Pajak Penghasilan 

Terutang badan. Hal ini bertujuan setidaknya agar perusahaan dapat mengurangi 

jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan dan secara tidak langsung akan 

menambah keuntungan perusahaan yang lebih besar setiap tahunnya. 

3. Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi terkait perhitungan pajak terlebih 

dahulu sebelum dilakukan penyetoran dan pelaporan guna memastikan bahwa 

jumlah yang tertera telah tepat atau perusahaan dapat melakukan peninjauan pajak 

terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan yang 

dimiliki perusahaan secara rutin setiap bulannya guna mencegah adanya 

kesalahan yang sama pada bulan berikutnya atau tahun berikutnya. 
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